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ABSTRAK

Pelaksanaan perceraian bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam
dilaksanakan di Pengadilan Agama. Prosedur beracara di Pengadilan Agama
menggunakan hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri. Dalam perkara
gugatan (contentiosa) dikenal adanya kompetensi relatif pengadilan yang
menggunakan asas actor secuitur forum rei yang mewajibkan penggugat datang
ke pengadilan wilayah tergugat. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi tergugat.
Namun, demi melindungi isteri, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 telah mewajibkan tergugat yaitu suami untuk datang ke tempat isteri
yang dalam perkara gugat cerai berstatus sebagai penggugat, sedangkan dalam
perkara permohonan talak, suami sebagai seorang penggugat juga diwajibkan
datang ke tempat isteri. Dengan demikian apapun status isteri, baik sebagai
tergugat dalam perkara permohonan talak maupun sebagai penggugat dalam
perkara gugatan cerai, dia diberi hak oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
untuk beracara di pengadilan yang membawahi wilayahnya sendiri. Sebagai
orang yang lebih mempunyai harapan akan terjadinya perceraian dalam kasus
gugat cerai, menurut asy-Syatibi, isteri adalah orang yang lebih mampu
mengemban kewajiban tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka. Pengumpulan data dilakukan
dengan mencari literatur berupa karya-karya asy-Syatibi yang membahas tentang
konsep kemampuan seorang mukallaf menjalankan sebuah kewajiban hukum.
Untuk menganalisis pemberlakuan pasal tersebut, penyusun menggunakan
pendekatan usul figh, yaitu filsafat hukum asy-Syatibi mengenai prosedur
pelimpahan kewajiban hukum kepada selain subyek hukum atau mukallaf.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori asy-Syatibi tentang
prosedur pelimpahan kewajiban kepada selain subyek hukum, maka dapat
disimpulkan bahwa pelimpahan kewajiban untuk datang ke tempat tergugat yang
seharusnya dibebankan kepada isteri, dalam pandangan asy-Syatibi tidak bisa
dibebankan kepada suami. Dalam pandangan asy-Syatibi seseorang yang oleh
Syari’ diberikan hak tidak bisa dibalik justeru menjadi orang yang berkewajiban.
Kalau orang yang dikenai kewajiban tidak mampu memenuhi hak, maka hal itu
dibebankan kepada kaum muslimin, dalam konteks sekarang adalah negara. Kalau
pemberlakuan pasal tersebut dipandang maslahah, menurut asy-Syatibi harus ada
validasi dari nas. Sedangkan pemberlakuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tidak didukung oleh nas.
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MOTIO

Artinya:

“Barangsiapa melonggarkan satu kesusahan seorang mukmin dari beberapa
kesusahan dunia, maka Allah akan melonggarkannya satu kesusahan dari
beberapa kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan seseorang dari
kesulitan, maka Allah akan memudahkannya dalam urusan dunia dan akhirat.
Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya
di dunia dan akhirat. Allah dalam menolong hambanya tergantung dari bagaimana
hamba itu menolong saudaranya. Barangsiapa berjalan di suatu jalan dalam
rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga”.

(H.R Muslim)

“Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, jangan hidup untuk meminta sebanyak-
banyaknya”

Andrea Hirata
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor

0543b/U/1987.
L Konsonan Tunggal
Huruf Arab
Nama Huruf Latin Nama
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< ba’ b be
& ta’ t te
< sa S es (dengan titik di atas)
dl Jjim j je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha’ kh ka dan ha
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dal

zal

ra

za

sin

syin

sad

dad

ta

Za

ain

Gain

sy

de

zet (dengan titik di atas)

cr

zet

€S

es dan ye

es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas

ge
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G

L™

fa’

gaf

kaf

lam

mim

nun

wawu

ha’

hamzah

ya

ef

qi

ka

el

cm

cn

w¢E

ha

apostrof

ye
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II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

PRXPRN
ditulis muta’addidah
e
ditulis ‘iddah
I11. Ta’ marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h
i
ditulis hikmah
ditulis jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

REPNEWES

ditulis

Karamah al-auliya
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c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t

hall 318
ditulis Zakatulfitri
IV.  Vokal pendek
| fathah ditulis a
) kasrah ditulis i
f dammah ditulis u
V. Vokal panjang
1
Fathah + alif lals ditulis a jahiliyyah
2
Fathah + ya’ mati (sl ditulis a tansa
3
Kasrah + ya’ mati @S ditulis i karim
4
Dammah + wawu mati Ua 8 ditulis u furud
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VI.  Vokal rangkap
1 Fathah ya mati ditulis ai
2SSt ditulis bainakum
2 Fathah wawu mati ditulis au
Jh ditulis gaul
VII.  Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

ditulis

ditulis

ditulis

a’antum

“u’iddat

la’in syakartum
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VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al.

il

skl

ditulis

ditulis

al-Qur’an

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf'| (el)nya.

¢Land)

M‘

ditulis

ditulis

as-sama’

asy-syams

IX.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

o=l 55

Al Jal

ditulis

ditulis

zawil furud atau zawi al- furud

ahlussunnah atau ahl as-sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasangan suami-isteri
diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis dan mewujudkan
relasi yang kuat dimana satu sama lain terjadi saling ketergantungan dan saling
membutuhkan, hubungan saling ketergantungan tersebut seperti digambarkan

dalam al-Qur’ an

Seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga suami-isteri terkadang
timbul konflik yang sulit dicari titik temu. Kekhawatiran terjadinya madarat
yang lebih besar jika ikatan perkawinan terus dipertahankan menyebabkan
Islam membolehkan terjadinya pemutusan ikatan perkawinan tersebut. Inisiatif
pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam yang berasal dari pihak suami
dinamakan tfalak, sedangkan apabila inisiatif berasal dari pihak isteri
dinamakan khulu’.

Peraturan perundang-undangan Indonesia menghendaki bahwasanya
perceraian antara suami-isteri hanya dapat dilaksanakan di depan sidang

pengadilan.’Seorang suami  yang hendak menceraikan isterinya harus

! Al-Bagarah (2) : 187.

2 Diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.



mengajukan permohonannya kepada pengadilan untuk menyidangkan
permohonannya guna menyaksikan ikrar talaknya,®dan permohonan itu
digjukan kepada pengadilan yang membawahi wilayah hukum isteri.*Untuk
isteri jika hendak mengajukan gugat cera maka dia cukup mengajukan
gugatannya ke pengadilan yang membawahi wilayah hukumnya sendiri.®
Secara normatif pemakaian hukum acara pada pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama menggunakan hukum acara perdata yang berlaku
pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali beberapa hal
yang ditentukan lain.°Dalam hukum acara Peradilan Umum gugatan diajukan
kepada pengadilan yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat
tinggal tergugat. Patokan ini digariskan Pasa 118 ayat (1) HIR yang
memberlakukan asas actor secuitur forum rei atau forum domisili yang
bertujuan untuk melindungi tergugat.” Termasuk salah satu hal yang

dikecualikan dalam hukum acara Peradilan Agama adalah Pasal 73 ayat (1)

% Pasal 66 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi: ” Seorang
suami yang beragama |slam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada
pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

4 Pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 berbunyi: ”Permohonan sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1) digjukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman
yang ditentukan bersamatanpaijin pemohon”.

® Pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 berbunyi: " Gugatan perceraian digjukan oleh
isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
penggugat, kecuali apabila penggugat dengan senggja meninggalkan tempat kediaman
bersama tanpaijin tergugat”.

® Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 berbunyi: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-
undang ini”.

" Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) him.
192.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa isteri cukup
mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan yang membawahi wilayah
hukumnya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi isteri.?

Perlakuan khusus yang diberikan kepada isteri oleh Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 ini berseberangan dengan asas umum sistem peradilan yang
menghendaki setiap warga negara memperoleh kedudukan sama dalam
undang-undang. Makna sama di depan undang-undang diwujudkan dengan
menyamakan hak dalam perlindungan oleh undang-undang. Salah satu
parameter  perlindungan oleh undang-undang adalah  kesempatan
menyampaikan tuntutan di depan pengadilan dengan tindakan-tindakan yang
dilegaisasi oleh undang-undang dengan tidak ada perbedaan di antara masing-
masing individu apa pun dergatnya. Maka lembaga pengadilan tidak
diperbolehkan membeda-bedakan masing-masing individu pencari keadilan
kecuali karena sebab kedudukannya dalam dakwaan atau bentuk sengketa,
bukan dilihat dari pribadi orang-orang yang berperkara.’

Hal tersebut juga berseberangan dengan kode etik hakim dalam Islam yang
memerintahkan agar para hakim memperlakukan dua orang yang bersengketa
secara berimbang sehingga jika hakim tersenyum pada seseorang maka

terhadap yang lain pun demikian, seperti halnya tidak diperkenankannya

8 Penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi UU
No. 3 Tahun 2006 berbunyi: "Berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (2), maka untuk melindungi pihak isteri, gugatan perceraian digukan ke Pengadilan
Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat”.

® Abdul a-Basit Jami’iy dan Abdul a-Mun’im Syagawy, Syarh Qanun al-Murafa’ah al-
Jadidah, (Ttp: Dar a-Fikr a-*Araby, t.t), him. 132-133.



seorang hakim berkata dengan nada tinggi dengan maksud membentak kepada
salah satu orang yang bersengketa sementara kapada yang lain berkata dengan
nada rendah.™

Bahkan jika terjadi sengketa antara seorang biasa dengan penguasa dan
penguasa tersebut mendudukkan dirinya di tempat duduk hakim, sedangkan
seseorang tadi duduk di tanah, maka seyogyanya hakim beranjak dari tempat
duduknya dan memberikan tempat duduknya kepada lawan penguasa tadi dan
kemudian hakim duduk di tanah untuk mengadili keduanya supaya tidak ada
pengutamaan diantara dua orang yang bersengketa terhadap yang lain.**

Prinsip keegaliteran tersebut ditunjukkan oleh Umar bin Khattab ketika
menolak didudukkan di tempat yang lebih tinggi oleh Zaid bin Sabit ketika
bersengketa dengan Ubay bin Ka ab sambil berkata kepada Zaid bin Sabit:
"Ini adalah penyimpangan pertamamu, dudukkan kami berdua sejgar
dihadapan majlismu”.*2

Dalam prinsip peradilan Islam, perlindungan diberikan kepada tergugat
karena pada hakikatnya setiap orang itu bebas dari segala tuntutan. Jika
seseorang menggugat orang lain maka kedudukan orang itu dianggap lemah

karena gugatannya bertolak belakang dengan hakikat asal yaitu setiap orang

bebas dari segala macam tuntutan, oleh karena itu penggugat dibebankan

19 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Al-Qada fi al-Islam (Ardan: Maktabah al-Agsa,
1978), him. 52.

" Mahmud bin Ismail bin Ibrahim Al-jazbity, Al-Durrah al-Gara’ fi Nasihah al-salatin
wa al-Qada wa al-Umara’ (Riyad: Dar a-Nasyr, 1996), him. 105.

2 Abu Faris, Al-Qada fi al-Islam, him. 51.



hujjah yang kuat untuk mengimbangi kedudukannya yang lemah dengan alat
bukti, sedangkan tergugat cukup dibebankan dengan hujjah yang lemah untuk

mengimbangi kedudukannya yang sudah kuat, yaitu cukup dengan bersumpah

s ald

Asy-Syatibi menyebutkan bahwa terdapat orang-orang yang mampu
melakukan perbuatan-perbuatan yang berat dan tidak merasakan kelelahan dan
kesulitan karena tindakan-tindakan mereka sedang dituntut oleh rasa takut,
harapan atau cinta. Rasa takut menyebabkan kesulitan dirasa lebih ringan,
harapan mengendorkan kesulitan perbuatan, sementara cinta menyebabkan
perbuatan itu lebih terasa nikmat.*

Sebagai orang yang paling berkepentingan dan mempunyai harapan akan
terkabulnya perceraian, seorang isteri dalam kasus gugat cerai yang notabene
adal ah seorang penggugat, oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 justeru
diberikan keringanan hukum dengan cara cukup beracara di wilayahnya
sendiri dengan alasan untuk melindungi kepentingannya. Sementara jika suami
untuk mewujudkan keinginannya untuk bisa bercerai, diberikan beban untuk
datang ke wilayah isteri sebagai lawan konfliknya dalam kasus permohonan
talaknya. Mengapa ada beban ganda yang harus dipikul oleh suami?, di satu
sisi dia harus menerima gugatan cerai yang tidak menjadi keinginannya, di sisi
lain dia berkewagjiban datang ke wilayah isteri. Apakah hal tersebut dapat

dipandang sebagai suatu kemaslahatan?.

¥ Muhammad Ra'fat Usman, Al-Nizam al-Qada’jy fi al-Figh al-Islamy, cet. ke-3 (Nasr
City: Dar a-Bayan, 1994), him. 219.

14 Muhammad Khalid Mas ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, aih bahasa
Yudian W. Asmin, cet. ke-1 (Surabaya: a-lkhlas, 1995) him. 269.



Asy-Syatibi dipilih karena karyanya al-Muwafagat telah dipergunakan
sedemikian luas oleh sarjana-sarjana modern, khususnya konsep mereka
tentang maslahah seringkali mengambil dari asy-Syatibi.*>Muhammad Abduh
seorang mufti Mesir menyarankan para sarjana dan mahasiswa-mahasiswanya
untuk mempelgari al-Muwafagat agar dapat memahami filsafat pembuatan
hukum Idam yang benar. Di Pakistan, Abu a-A’la a-Maududi, dalam
programnya untuk mengenalkan hukum Islam di Pakistan, merekomendasikan
penerjemahan al-Muwafagat ke daam bahasa nasional supaya para ahli
hukum bisa memperoleh pandangan yang lebih dalam dan pemahaman yang
benar tentang ruh figh Islam.*®Selain itu buku ini bisa mengatasi batas-batas
mazhab sunni. Pengarang-pengarang muslim modern dalam masal ah-masalah
atau teori-teori hukum seringkali merujuk kepada asy-Syatibi sebagai otoritas,
seperti Abu Zahrah, Ma ruf Dawalibi, Muhammad Igbal, Muhammad khudri,
Y usuf Musa, Mustafa Zarga, Abu Sinna dan Abu Abdullah ‘Umar. Rasid Rida
memasukkannya ke dalam jajaran mujaddid’’ abad ke-8.%8

Oleh karena itu penyusun akan menjabarkan bagaimana konsep maslahah
dan konsep kemampuan menjalankan taklif menurut asy-Syatibi serta
menganalisis pemberlakuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 dalam perspektif asy-Syatibi.

' Ibid., him. 195.
' Ibid., him. 195-196.
7 Reformer pemikiran agamayang diyakini tampil di akhir setiap abad.

18 Muhammad K halid Mas ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, him. 196.



B. Pokok Masalah.
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat
dirumuskan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep maslahah serta konsep kemampuan menjalankan taklif
menurut asy-Syatibi.
2. Bagaimana perspektif asy-Syatibi tentang pemberlakuan Pasal 73 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan
Sesuai dengan ide-ide yang penyusun kemukakan, maka beberapa
tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah;
a.  Menjelaskan konsep maslahah serta konsep kemampuan menjalankan
taklif menurut asy-Syatibi.
b. Menjelaskan perspektif asy-Syatibi tentang pemberlakuan Pasal 73

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

2. Kegunaan
Adapun kegunaan penelitian ini adalah;

a Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya
khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu syari’ ah
khususnya dalam memecahkan masalah ijtihad.

b. Sebaga penjelasan konsep maslahah serta konsep kemampuan

menjalankan taklif menurut asy-Syatibi.



c. Sebaga penjelasan perspektif asy-Syatibi tentang pemberlakuan Pasal

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

D. Telaah Pustaka.

Berdasarkan telaah yang penyusun lakukan, penyusun menilai
pembahasan dalam skrips yang penyusun lakukan mempunyai perbedaan
diantara literatur-literatur yang akan penyusun uraikan.

Literatur-literatur tersebut di antaranya adalah skripsi Kholish Ubaidillah
yang berjudul “Studi Keselarasan Hak Laki-Laki dan Perempuan dalam
Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama’. Skripsi ini membahas tentang upaya-upaya pengangkatan posis
wanita dalam beracara di Pengadilan Agama yang diberikan oleh undang-
undang tersebut yang merupakan hasil pemikiran beberapa tokoh Islam pada
waktu itu supaya wanita pun mempunyai hak sama untuk bisa beracara di
pengadilan. Skripsi ini tidak menyoroti secara khusus pasal 73 ayat (1)
undang-undang tersebut yang memberlakukan aturan Kkhusus yang
menyimpang dari asas actor sequitur forum rei dimanaisteri tidak diwajibkan
datang ke pengadilan yang membawahi wilayah hukum suami sebagai
tergugat dalam kasus gugatan cerainya kepada suami.*

Skripsi Kasyono yang berjudul “Kesetaraan Gender dan Gugatan Cerai di

Pengadilan Agama Cilacap (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama

®Kholish Ubaidillah “Studi Keselarasan Hak Laki-Laki dan Perempuan dalam
Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. Skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta (2000).



Cilacap)”. Skripsi ini menerangkan bahwa sekitar 2500-an pasangan suami-
isteri yang bercerai sekitar 70%nya adalah kasus cerai gugat. Tingginya kasus
gugat cerai tersebut dikarenakan kesewenangan suami yang kemudian
direspon oleh isteri dengan menggugat ceral yang dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia telah diberikan hak menggugat. Keputusan cerai yang
hanya bisa ditetapkan di depan pengadilan ini memperbarui sistem figh
konvensional yang membolehkan suami mentalak isterinya kapan sgja dan
dimana sgja ia kehendaki, sedangkan khulu’ yang dimiliki isteri harus
mendapatkan persetujuan suami. Skripsi ini mengupas alasan-alasan isteri
menggugat ceral suaminya tapi tidak menyinggung kesetaraan gender dalam
kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam kasus perceraian.”

Buku “Peradilan Islam” karya Muhammad Salam Madkur, didalamya
membahas tentang kompetensi relatif pengadilan I1slam yang menerangkan
bahwa pengadilan berhak menolak perkara yang digjukan oleh seseorang yang
berada diluar yurisdiksinya, tetapi buku tersebut tidak menjelaskan
yurisdiksinya berdasarkan asas apa.**

Buku “Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)” karya
Muhammad Daud Ali. Buku ini menerangkan beberapa hukum materiil yang
direncanakan masuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama dan juga

latar belakang, tujuan dan prospek dibentuknya Undang-Undang Peradilan

2K asyono “Kesetaraan Gender dan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cilacap (Studi
Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ ah
UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta (2007).

2l Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, alih bahasa Imron A.M
(Surabaya: Binallmu, 1993).
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Agama, tetapi tidak dijelaskan metode istinbat hukum perihal pasal-pasal
yang diberlakukan didalamnya termasuk pemberlakuan pasal 73 ayat (1)
undang-undang tersebut.?

Buku “Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korups” karya Lilik
Mulyadi. Buku ini menjelaskan bahwa pembuktian terbalik (omkering van het
bewijslast) dalam tindak pidana korupsi ditempuh karena adanya kepentingan
yang lebih besar yang menuntut adanya penyimpangan hukum, dimana
sebelumnya beban pembuktian dibebankan kepada penuntut umum. Hal ini
karena korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (extra ordinary crimes)
yang memerlukan langkah-langkah yuridis yang luar biasa (extra ordinary
enforcement) dengan tindakan-tindakan yang luar biasa (extra ordinary
measurues) pula. Perlu diingat bahwa korups tersebut merupakan tindak
pidana yang merupakan hukum publik, dimana pembuktian terbalik yang
diberlakukan yang merupakan penyimpangan hukum dalam langkah
yuridisnya benar-benar ditujukan untuk kepentingan atau maslahat yang lebih
luas, yaitu penyelamatan keuangan negara yang tentu sangat berbeda dengan
hukum perdata yang adalah hukum privat seperti yang akan penyusun bahas

dalam skripsi ini.?®

2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan)
(Jakarta: Rgja Grafindo Persada, 1997).

3 Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Bandung: PT
Alumni, 2007).
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E. Kerangka Teoritik.
Sumber hukum syara’ ( ) adalah a-Qur’an dan sunnah,

karena a-Qur’an dan sunnah disepakati seluruh ulama’ usul figh, baik klasik
maupun kontemporer,**sedangkan ijma’, giyas, istihsan, maslahah mursalah,
dan sebagainya adalah dalil, bukan sumber.®Hal ini karena ijma’, qiyas,
Istihsan, maslahah mursalah dan sebagainya hanya bersifat al-kasf wa al-/7zar
li al-hukm (menyingkap dan memunculkan hukum) yang ada dalam al-Qur’ an
dan sunnah. Suatu dalil yang membutuhkan dalil lain tidak bisa dikatakan
sumber, karena sumber bersifat berdiri sendiri. Selain itu keberadaan dalil-
dalil tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah. Ulama
usul figh menyebut juga dalil-dalil tersebut sebagai furug al-istinbat al-ahkam
(metode dalam menetapkan hukum).?® Namun demikian, menurut Abdul
Wahhab Khalaf, kata adillah al-ahkam, usul al-ahkam, dan al-masadir at-
tasyri’iyyah li al-ahkam adalah kata-kata muradif (Sinonim) yang mempunyai

makna yang satu.?’

24 K hairul Umam dkk., Ushul Figih I, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him. 31.

% Dalam terminologi usul figh, sumber diartikan sebagai rujukan dalam menetapkan
hukum islam, sedangkan dalil adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang
benar dalam memperoleh hukum syara’ yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya gat’i
atau zanni.

% K hairul Umam dkk., Ushul Figih 1, him. 32

27 Abdul Wahhab Khalaf, ‘llm Usul al-Figh, cet. ke-12 (Kairo: Dar a-Qdam, 1978), him.
20.
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Menurut Abdul Wahhab Khalaf, ada sepuluh dalil hukum syar’i;
. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah kalamullah yang dibawa oleh ruh al-amin (Jibril)
kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdillah dengan kata-kata berbahasa

Arab dan maknanyayang benar (bukan karangan atau rekaan).”®

. As-sunnah

As-sunnah adalah segala yang berasal dari Rasulullah SAW., bak
berupa perkataan, perbuatan, atau tindakan.?
ljma’

Dalam terminologi ulama usul, ijma’ adalah kesepakatan seluruh
mujtahid dari orang-orang |slam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya
Rasulullah tentang hukum syara’ dari sesuatu atau kejadian.*

Qiyas.

Daam terminologi ulama usul, giyas adalah menyatukan suatu
kegjadian yang tidak terdapat nas yang menjelaskan hukumnya dengan
suatu kejadian yang terdapat nas yang menjelaskan hukumnya karena
adanya persamaan kedua kejadian tersebut dalam illat hukumnya®
Istihsan

Dalam terminologi ulama’ usul, /stihsan adalah berpindahnya seorang

mujtahid dari kehendak giyas jalli kepada kehendak giyas khafi atau dari

3 |bid., him. 23.
2 1bid., him. 36.
% 1bid., him. 45.

% 1bid., him. 52.
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hukum yang bersifat kulli kepada hukum yang bersifat istisna’i karena
adanya dalil yang membuat pemikiran mujtahid memilih perpindahan
tersebut.*

Ulama' -ulama’ hanafiyyah memakai /stihsan sebagai dalil syar’i, akan
tetapi hal ini ditentang oleh mayoritas ulama karena mereka berargumen

bahwa hal tersebut termasuk membuat-buat syari’ at, seperti komentar asy-

Syfii:

Tentangan tersebut juga diikuti oleh usuliyyin dari kaum mutakallimin dan

menghitungnya sebagai dalil yang fasid.

. Maslahah al-mursalah.

Daam terminologi ulama usul maslahah mursalah adalah maslahah
yang tidak disyari’ atkan oleh syari’ perihal hukum yang mengukuhkannya.
Tidak ada dalil yang melandasi atau menentangnya.®

Golongan yang mengakui kehujjahan mas/ahah mursalah sebagai dalil
pembentukan hukum mensyaratkan syarat-syarat berikut:

a. Maslahah itu harus hakikat, bukan dugaan.
b. Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh.
Al-Gazali mencontohkan, jika kaum kafir membentengi diri dengan

beberapa orang Islam supaya kaum muslim tidak menyerang mereka

%2 Ibid., him. 79.
* Muhammad al-Kudari Bik, UsuL al-Figh (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), him. 334.

% Abdul Wahhab Khalaf, ‘1lm Usulal-Figh, him. 84.
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dan keberadaan beberapa orang Islam tersebut secara nyata dapat

menjadikan kemusnahan kaum muslimin seluruhnya, maka boleh

memusnahkan kaum kafir walaupun dengan risiko akan memusnahkan
pula beberapa kaum muslim yang tertawan.
c. Maslahah itu harus sgjaan dengan tujuan hukum yang dituju oleh

Syari’.

d. Maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar, dimana nas yang ada
tidak mendukungnya dan tidak pula menyalahkannya*
7. Urf.

Urf adalah segala sesuatu yang sudah saling diketahui oleh manusia

pada umumnya baik berupa perkataan atau tindakan.*
8. Istishab.

Istishab adalah ketetapan hukum atas sesuatu dengan hukum
sebelumnya (terdahulu) sampa ada dalil yang menyatakan berubahnya
hukum atau atas sesuatu itu.*’

9. Syari’at orang sebelum kita.®
10. Mazhab sahabat.*
Menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan giyas, istihsan, dan istishab

harus ada dalil yang dijadikan pegangan. Sedangkan berdasarkan maslahah

35 K hairul Umam dkk., Ushul Figih I, him. 138.

% Abdul wahhab khalaf, ‘Ilm Usu/al-Figh, him. 89
¥ Ibid., him. 91.

% Ibid., him. 93.

* bid., him. 94.
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mursalah tidak perlu, asalkan maslahah tersebut tidak bertentangan dengan
dalil walaupun tidak ada dalil yang mendukungnya.

Sebuah syari’at tidak murni hanya murni mengandung maslahah sgja,
tetapi syari’at itu juga mengandung mafsadah. Oleh karenaitu, maslahah atau
pun mafsadah sebuah masalah duniawi itu dapat dipandang sebagai maslahah,
apabila unsur maslahahnya lebih unggul. Demikian juga dipandang sebagai
mafsadah, apabila unsur mafsadahnya lebih unggul dibandingkan unsur
maslahahnya *

Dalam pentaklifan, Syari’ tidak pernah memberikan taklif dengan tujuan
membuat mukallaf berada dalam kondisi masyaqah, tetapi mukallaf ditaklif
untuk melakukan pekerjaan yang mengandung unsur memberatkan. Oleh
karena itu, masyagah yang tidak akan mampu diemban oleh mukallaf, atau
pun secara akal sehat tidak mampu diemban oleh mukallaf tidak ditaklifkan,
tetapi masyagqah yang secara aka sehat mampu untuk ditaklifkan,” maka
masyagqah itu tetap ditaklifkan.*?

Tujuan utama syari’ah adalah menarik suatu kemaslahatan atau pun

mencegah kerusakan. Kedua tujuan utama tersebut ada kalanya tidak dengan

" Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Khatamy a-Garnaty al-Maliky Asy-Syatiby, Al-
Muwafagat fi Usul al-Syari’ah, cet. ke-7(Beirut: Dar a-Kutub al-Iimiyyah, 2005), I1: 20.

4l Contoh masyagah yang tidak akan mampu diemban oleh mukallaf adalah berpuasa
sepanjang minggu tanpa berbuka. Contoh masyagah yang secara akal sehat tidak mampu
diemban oleh mukallaf adalah tetap mengharamkan daging babi dan sejenisnya ketika dalam
keadaan darurat, masyagah semacam ini adalah masyaqah yang mendapatkan rukhsah ketika
keadaan darurat. Sedangkan masyagah yang secara aka sehat mampu untuk ditaklifkan
adalah kewagjiban suami bekerja untuk menafkahi isteri.

“2 Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Khatamy al-Garnaty al-Maliky Asy-Syatiby, Al-
Muwafagat fi Usul al-Syari’ah, him. 91-98.
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membebankan suatu kewagjiban kepada orang lain dan ada kalanya dengan
membebankan kewajiban kepada orang lain.*

Setiap mukallaf yang ditaklif untuk memberikan suatu hak kepada orang
lain terdapat beberapa kemungkinan:

1. Mampu melaksanakannya tanpa masyagah.
Tidak ada kewajiban bagi orang lain menggantikan perannya.
2. Tidak mampu melaksanakan.
Taklif kepadanya digugurkan.
3. Mampu melaksanakannyatapi terjadi masyaqgah.
a Hak satu orang
Taklif tersebut digugurkan karena secara syar'i haknya lebih
didahulukan daripada hak orang lain dan taklif kepadanya untuk
memberikan hak kepada orang lain dibebankan kepada kaum muslim.

b. Hak orang banyak (kepentingan umum).

Kewgjiban tersebut dialihkan kepada orang yang berhubungan
langsung dengan taklif tersebut.**

Segala sesuatu yang dipandang didalamnya mengandung Suatu
kemaslahatan maka adakalanya kemaslahatan itu murni hasil ra’yu yang tidak
didukung oleh dalil dari al-Qur’an atau sunnah dan adakalanya didukung oleh
salah satu dari dalil tersebut baik dari al-Qur’an atau sunnah.

Ukuran kebenaran suatu ra’yu dalam masalah penetapan suatu maslahah

yaitu apabila tidak menyimpang dari a-Qur'an dan sunnah. Apabila

3 bid., him. 264.

*bid., him. 278.



17

menyimpang, maka jelaslah bahwa secara hakikat maslahah hasil ra’yu
tersebut bukanlah sebuah maslahah, tetapi hanya ditasbihkan belaka.

Ijma sahabat yang meliputi Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Ibnu Mas' ud,
Ibnu Abbas dan Zaid bin Sabit serta lainnya menyatakan tidak menggunakan
maslahah hasil ra’yu yang menyimpang dari Sunnah Rasulullah SAW. Ijma
tersebut diriwayatkan secara mutawatir dan terkenal. Yang demikian itu
bukan dimaksudkan untuk menakuti orang yang menggunakan ra’yu tapi
lebih menekankan mujtahid supaya menggunakan ra’yu yang tidak
menyimpang dari Sunnah.*®

Abu Ishak lbrahim bin Musa a-Khatamy a-Garnaty a-Maliky asy-
Syatiby melalui kisah Abi Talhah yang menjadikan dirinya perisai pelindung

Rasulullah SAW, kemudian dia berkata. Perlindungan tersebut

menyebabkan lengannya terputus. Méeihat hal itu Nabi tidak ingkar.
Menyatakan bahwa keselamatan Rasulullah dalam hal ini dilihat sebagai
kemaslahatan umum. Seseorang ditaklif untuk menegakkan kemaslahatan
umum walaupun untuk itu dia harus mengorbankan diri.*

Hal tersebut diperkuat oleh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-

Suyuti yang berpendapat bahwa dalam kaidah dapat ditarik

kesimpulan lain bahwa suatu garar tidak bisa dihilangkan dengan darar yang

sama. Lebih lanjut dia memasukkan masalah al-hajah (kebutuhan) dalam

% Muhammad Said Al-Buty, Dawabit al-Maslahah fi Syari’ah al-Islamiyyah (Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1997), him. 175.

“ Abu Ishak lbrahim bin Musa a-Khatamy a-Garnaty al-Maliky Asy-Syatiby, Al-
Muwafagat fi usulal-Syari’ah, him. 280.
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pembahasan darurah (keterpaksaan),* artinya kaidah-kaidah yang diterapkan
daam pembahasan darurah diterapkan juga dalam pembahasan hajah.
Seseorang yang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi tidak bisa
dihilangkan atau dilepaskan kebutuhan tersebut darinya dengan atau untuk
memenuhi  kebutuhan yang sama. Dia mencontohkan apabila terdapat dua
orang dalam keadaan darurah maka orang yang satu tidak boleh memakan
makanan orang lain kecuali orang tersebut adalah Nabi, maka baginya boleh
mengambil makanan tersebut dan bagi orang yang bersamanya wagjib

menyerahkan makanan tersebut.*®

Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenispenelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang obyek penelitiannya
adalah konsep maslahah serta konsep kemampuan menjalankan taklif
menurut asy-Syatibi dan pandangan asy-Syatibi tentang pemberlakuan
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
2. Sifat penelitian
Penelitian ini  bersifat deskriptif analitik yaitu memaparkan

permasalahan mengenai pembedaan hak antara suami dan isteri ketika

4" Al-Hajah diartikan oleh As-Suyuty sebagai sesuatu yang harus terpenuhi yang apabila
tidak terpenuhi menyebabkan seseorang berada dalam kesukaran atau kesulitan. Sedangkan
darurah diartikan olehnya sebagal sesuatu yang harus dipenuhi yang apabila tidak terpenuhi
menyebabkan seseorang berada dalam kerusakan.

“ Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuty, Al-Asybah wa al-Nazair,
(Surabaya: Al-Hidayah, 1965), him. 61.
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mengajukan gugatan cerai dan menganalisisnya berdasarkan pandangan
asy-Syatibi.
3. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adaah
pendekatan usul figh, yaitu pendekatan dengan menggunakan kaidah-
kaidah yang digunakan sebagai alat untuk menghasilkan hukum-hukum
syar’i yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

4. Teknik pengumpulan data.

Teknik yang penyusun gunakan dalam mengumpulkan data sesuai
dengan jenis pendlitiannya yaitu mengumpulkan data-data dari berbagai
macam literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang
penyusun angkat dalam skripsi ini, diantaranya adalah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, buku Hukum Acara Perdata karya Y ahya Harahap
serta kitab Syarh Qanun al-Murafa’ah al-Jadidah karya Abdul Basit
Jami’iy, seorang dosen hukum acara Fakultas Hukum Universitas
Ainusyams dan Abdul Mun'im Syagawy, seorang dosen hukum acara
Fakultas Hukum Universitas Al-Qahirah, dan kitab Al-Muwafaqgat fi usul
al-Syari’ah karya asy-Syatibi sebagai instrumen analisis serta literatur-
literatur lain yang relevan dengan permasalahan tentang mengajukan
perkara ke pengadilan yang tertuang dalam karya-karya para fugaha.

5. Andlisisdata
Andlisis data pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, yaitu

bertolak dari dasar yang bersifat umum, yaitu konsep asy-Syatibi tentang
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maslahah serta kemampuan menjalankan taklif untuk diaplikasikan dalam
seperangkat data tentang pembedaan hak beracara di pengadilan dalam
perkara perceraian untuk ditarik suatu kesimpulan yang khusus tentang
status pemberian hak khusus yang diberikan oleh UU No. 7 Tahun 1989

dalam Pasal 73 ayat (1).

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan penyusun bagi menjadi lima bab yang setiap bab
terdiri dari sub-sub bab. Perincian dari sistematika tersebut adal ah:

Bab pertama berupa pendahuluan yang beris latar belakang masalah untuk
menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya
masalah yang diteliti dan memperjelas aasan-alasan yang menjadikan
maslaah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Pokok masalah
dirumuskan secara spesifik untuk memfokuskan pada ruang lingkup masalah
yang diteliti. Tujuan dan kegunaan dirumuskan agar memiliki arah yang jelas.
Telaah pustaka menerangkan bahwa masalah yang diteliti adalah unik dan
menarik untuk diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda. Kerangka teoritik
sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Metode
penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan
menganalisa data. Sistematika pembahasan untuk menerangkan aur
pembahasan yang diteliti.

Bab kedua berisi tentang letak dan kedudukan Peradilan Agama di dalam

sistem peradilan di Indonesia serta kompetensi absolut dan kompetens
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relatifnya khususnya ketika terjadi perceraian untuk menjelaskan perlakuan
khusus yang diterima oleh isteri.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang biografi asy-Syatibi dan riwayat
pendidikannya serta karya-karyanya untuk memberikan gambaran kapasitas
intelektualnya serta konsep maslahah dan konsep kemampuan menjalankan
taklif dari seorang mukallaf perspektif asy-Syatibi untuk memberi gambaran
sgjauh mana seorang mukallaf dianggap mampu atau tidak dalam menjalankan
kewgjiban hukum dan maslahah seperti apa yang dikehendaki oleh Syari’
sebagai otoritas pembuat syari’ ah.

Bab keempat berisi analisis pemberlakuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam perspektif asy-Syatibi.

Bab kelima merupakan penutup yang akan dikemukakan kesimpulan atau
hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini serta saran-saran yang

merupakan harapan-harapan penyusun.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan, tentang konsep maslahah serta
konsep kemampuan menjalankan taklif menurut asy-Syatibi serta pandangan
asy-Syatibi tentang pemberlakuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Maslahah menurut asy-Syatibi adalah usaha-usaha untuk terwujudnya
tujuan-tujuan syari’ah. Usaha-usaha tersebut harus mempunyai bukti
tekstual yang dijadikan dasar pertimbangannya atau pun tidak terdapat
bukti tekstual yang bertentangan dengannya. Semua mukallaf dalam
pandangan asy-Syatibi adalah mampu untuk menjalankan taklif, karena
menurutnya, Syari’ telah menetapkan taklif secara proporsiona sehingga
mampu untuk dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Adapun kondis
masyagah yang menyebabkan mukallaf tidak berada dalam kondis
proporsional adalah sesuatu yang menimpa hanya sebagian dari mukallaf.
Dengan demikian maka rukhsah pun diberikan hanya kepada sebagian
mukallaf, bukan keseluruhan.

2. Dalam perspektif asy-Syatibi, pemberlakuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengabaikan hak suami sebagai
seorang tergugat yang berhak untuk beracara di tempatnya sendiri.
Pemberlakuan pasal tersebut secara implisit juga menganggap bahwa

isteri tidak berada dalam keadaan proporsional sehingga mampu untuk

76



77

datang ke tempat suami. Kepentingan untuk melindungi isteri tidak serta
merta menggugurkan hak suami, karena harus ada kepentingan atau
maslahah yang lebih besar yang harus dibela yang dapat menggugurkan

hak seseorang.

B. Saran-Saran

1. Setigp individu anggota masyarakat adalah subyek hukum yang harus
diperlakukan sama. Oleh karena itu penerapan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 perlu untuk ditinjau ulang karena
merupakan perkosaan hukum terhadap kepentingan suami yang belum
tentu adalah sebagaimana yang didakwakan oleh isteri yang
menyebabkannyatidak betah menjalani hidup bersama dengannya.

2. Kebencian kita terhadap suatu kaum, jangan sampai mendorong kita untuk
berbuat tidak adil. Adanya fakta bahwa terdapat kaum pria yang tidak
bertanggung jawab terhadap kebutuhan isterinya tidak lantas
mengeneralisir bahwa semua pria adalah sama sehingga perlu untuk
dibuatkan produk hukum yang terkesan adalah sebagai hukuman bagi

semuapria.
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LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN
No. | FN | HIm TERJEMAHAN
BAB |

1. |1 1 Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah
pakaian bagi mereka.

2. |33 |13 Barangsiapa beristinsan maka sungguh dia telah membuat
syari’at

3. |46 |17 Darar itu dihilangkan.

4, |48 |18 Pengorbananku bukan pengorbananmu.

BAB Il

5. |2 22 Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul
perselishan), maka Allah mengutus para nabi sebagal
pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah
menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk
memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang
mereka perselisihkan.

6. |6 24 Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah
turunkan

BAB III

7. |31 |59 Kamu tidak sanggup sampai kepadanya (negeri), melainkan
dengan kesukaran yang memayahkan diri

8. [34 |61 Allah  menghendaki kemudahan bagimu dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu.

BAB IV

9. |9 72 Kalau manusia diberikan berdasarkan dakwaannya, maka
sungguh manusia akan mendakwa kehalalan darah dan harta
manusia lain, akan tetapi sumpah (untuk menangkal
pengakuan itu) wajib bagi terdakwa.

10. |10 |73 Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah
khutbahnya: “Saksi wagjib atas pendakwa dan sumpah wajib
atas terdakwa’'.

11. |14 |74 Hajah menempati tempatnya darurah.




LAMPIRAN I1

KOMPETENSI RELATIF PERADILAN AGAMA

No. | Perkara Y ang berhak Y ang Dasar
mengajukan berwenang: hukum
Pengadilan
Agamadi
tempat tingga
1 ljin poligami Suami Pemohon Pasal 4 ayat
(suami) (10)
Undang-
Undang
Perkawinan
2. Ijin kawin bagi Calon mempel ai Pemohon Pasal 6 ayat
yang belum umur | yang bersangkutan (5) Undang-
21 tahun Undang
Perkawinan
3. Dispensasi kawin | Orang tua calon Pemohon Pasal 7 ayat
dibawah umur mempelai yang (2) UUP
bersangkutan
4. Pencegahan - Keluargadalam KUA dimana Pasal 14
kawin garisluruskeatas | akan ayat (1),
dan ke bawah dilangsungkan Pasal 15, 16
- Saudara perkawinan dan 17 ayat
- Wali nikah (1) UUP
- Wali
- Pengampu
- Pihak yang
berkepentingan
- Pejabat yang
ditunjuk
- Suami/isteri dari
calon mempelai
5. Penolakan kawin | Calon mempelai KUA dimana Pasal 21
oleh PPN yang bersangkutan | perkawinan akan | ayat (3)
dilangsungkan UuUP
6. Sengketa Caon KUA yang Pasal 11
pertunangan/pina | mempelai/orang bersangkutan sampai
ngan tuanya dengan 13

KHI




7. I shat nikah - Suami/isteri - Suami/isteri Pasal 64
- Keluargadalam - Tempat dimana | UUP
garislurus ke atas perkawinan
dan ke bawah dilangsungkan
- Pihak yang
berkepentingan
8. Pembatalan - Keluargadalam - PPN Pasal 23, 24
perkawinan garislurus ke atas perkawinan UuUP
dari suami/isteri dilangsungkan
- Suami/isteri - Suami
- Pejabat yang - | steri
berwenang
- Pejabat yang
ditunjuk
- Suami/isteri dari
salah satu mempelai
- Orang yang punya
keputusan hukum
0. Gugatan Suami isteri yang Tergugat Pasal 34
kelalaian atas bersangkutan ayat (3)
kewajiban UUP
suami/isteri
10. | Cerai talak Suami -I steri Pasal 66
(termohon), Undang-
kecuali dalam | Undang
hal: Peradilan
- | steri Agama.
meninggalkan
tempat
kediaman
bersama
- Isteri di luar
negeri
- Isteri tidak
diketahui
tempat
tinggalnya,
maka digjukan
di tempat
tingga suami.
- Jika suami
isteri di luar
negeri makadi
ajukan di PA
Jakarta Pusat

atau dimana




perkawinan
dilangsungkan

11. | Penguasaan anak, | Suami/isteri Dapat digabung | Pasal 66
nafkah anak, dengan ayat (1) dan
nafkah isteri dan permohonan (5)
harta bersama talak atau
Suami isteri gugatan cerai

atau digjukan

sesudah

perceraian

terjadi

12. | Gugatan cerai | steri - Isteri Pasal 73 UU

(penggugat) Peradilan
kecuali jika Agama
isteri
meninggalkan
tempat
kediaman
bersama

- Jika suami
isteri adadi
luar negeri,
digjukan di PA
Jakarta Pusat
atau dimana
perkawinan
dilangsungkan

13. | Hartabersama Suami/isteri Tergugat, Pasal 116

kecuali jika HIR, Pasal
digabung 66 ayat (5)
dengan dan 86 ayat
perceraian (1) UU-PA

14. | Penguasaan anak | Suami/isteri Tergugat, Pasal 116

kecudi jika HIR, Pasal

digabung 66 ayat (5)

dengan dan 86 ayat

perceraian (1) UU-PA
dan Pasal 41
a UUP

15. | Pengangkatan Orang tua (suami- | Pemohon Pasal 171
anak isteri) yang KHI

mengangkat




16. | lbu turut Ayah dari anak Tergugat Pasal 118
memikul tersebut (suami), HIR, Pasal
kewajiban atas atau walinya 41 b UUP
pemeliharaan
anak

17. | Kewajiban suami | Isteri Tergugat Pasal 41 c
terhadap bekas UUP
isteri

18. | Sah/tidaknya Suami/pihak yang | Anak dilahirkan, | Pasal 44
anak berkepentingan atau dimana ayat (2)

anak itu berada | UUP

19. | Pencabutan - Ayah/ibu dari anak | -Tergugat, Pasal 49
kekuasaan orang | tersebut atau - Dimana anak ayat (1)
tua walinya itu berada UuUP

- Keluargadalam
garislurus ke atas,
saudara kandung

- Pejabat yang
berwenang

20. | Pencabutan ~FAyah/ibu dari anak | -Tergugat Pasal 53
kekuasaan wali tersebut atau -Dimana anak ayat (1)

walinya itu berada UUP

-Keluargadalam
garislurus ke atas,
saudara kandung

-Pejabat yang
berwenang

21. | Penunjukanwali FAyah/ibudari anak | -Tergugat Pasal 53

tersebut atau -Dimana anak ayat (2)
walinya itu berada UuUP

-Keluargadalam
garis lurus ke atas,
saudara kandung

-Pejabat yang
berwenang

22. | Penunjukanwali +Keluargadalam -Tergugat Pasal 5 ayat
oleh pengadilan | garisluruskeatas | -Dimanaanak (1) UUP
karenaorangtua +Saudarakandung itu berada
yang mati tidak  +Pejabat yang
menunjuk atau berwenang
wasiat

23. | Gantirugi atas  +Keluargadalam -Tergugat Pasal 54
kelalaian wali garislurus ke atas UUP

-Saudara kandung

-Pejabat yang
berwenang




24. | Penetapanasal- FKeluargadalam Anak itu Pasal 55
usul anak garisluruskeatas  |berada/dilahirkan | UUP
-Saudara kandung
-Pejabat yang
berwenang
25. | Penolakan Caon mempelai PPN tersebut Pasal 60
perkawinan berada ayat (3)
campuran oleh UUP
PPN
26. | Pembagian harta | Ahli warisyang -Tergugat, Pasal 118
waris berkepentingan - Dimanabenda | HIR
itu berada
27. | Sengketawakaf FNazir Bendawakaf itu | Pasal 12 PP
FWakif berada Nomor 28
-Pejabat yang Tahun 1977
berwenang
FAhli waris wakif
28. | Sengketahibah  -Suami/isteri -Bendatersebut | Pasal 49
~Ahli waris orang berada UU-PA
yang hibah -Tergugat Pasal 210
KHI
29. | Sengketawasiat -Suami/isteri -Bendatersebut | Pasal 49
pewasi at berada UU-PA
FAhli waris -Tergugat
30. | Kewgjiban anak | Orang tuayang Tergugat Pasal 46
terhadap orang bersangkutan UUP
tua
31. | sengketarujuk  FSuami-isteri -Suami-isteri Pasal 10
(sah/tidaknya -Keluargadalam -Rujuk KHI
rujuk) garis lurus ke atas dilakukan
dan ke bawah
32. | Penetapan Mempelai yang -Pemohon Pasal 2
adlolnyawali bersangkutan Peraturan
Mahkamah
Agung
Nomor 2
Tahun 1987.
33. | Sengketa Pihak yang -Tergugat Pasal 49
ekonomi syari’ah | berkepentingan -Bendatersebut | UU-PA
berada.
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LAMPIRAN 111

BIOGARFI ULAMA DAN SARJANA
Asy-Syatibi

Nama lengkapnya Abu Ishag Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-
Syatibi. la dikenal berasal dari suku Arab al-Lakhmi. Keluarganya berasal dari
Syatibah. Namun dilihat dari tahun wafatnya yakni 670 H, maka diduga asy-
Syatibi tidak lahir di negeri asal keluarganya, karena kota Syatibah telah jatuh ke
tangan penguasa Kristen hampir puluhan tahun sebelum kelahiran asy-Syatibi.
Syatibi diduga lahir dan dewasa di Granada, dan memperoleh semua pelgjarannya
di kota tersebuit.

Asy-Syatibi menempa kapabilitas intelektualnya dengan mempelgari bahasa
Arab, ilmu hadis, filsafat, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu lain yang dikenal dengan
klasifikasi ilmu pengetahuan Islam. Disamping itu ia juga mendalami ilmu falak,
mantik, debat dan sastra. Sedangkan ilmu usul figh ia pelgjari dari Abu Abdillah
ibn Ahmad al-Migarni, seorang diplomat yang diutus oleh sultan Bani Marin
untuk datang ke Granada.

Asy-syatibi juga mendalami berbagai disiplin ilmu dari sekian banyak guru yang
kapabel dalam bidang-bidangnya. Seperti disebutkan Abu Ja fan, ada 255 orang
guru asy-Syatibi dalam berbagal disiplin ilmu. Sebagian dari mereka adalah
orang-orang yang menguasai figh dan usul figh.

Keilmuan asy-Syatibi tidak diragukan lagi. la dengan karya monumentalnya Al-
Muwafaqgat telah memberi kontribusi besar dalam pemikiran tentang filsafat
hukum. Asy-Syatibi yang bermazhab maliki memberikan sebagian besar
pemikirannya pada masalah pentingnya tujuan-tujuan syari’ah  menjadi
pertimbangan dalam ijtihad.

Jalaluddin as-Suyuti

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman ibn al-Kamal Abu ibn Muhammad ibn
Sabiq ad-Din a-Khudari as-Suyuti. Beliau lahir tahun 849 H. As-Suyuti
menguasai tujuh macam ilmu, yaitu ilmu tafsir, hadis, figh, nahwu, ma ani, bayan
dan badi’. Beliau hafal 200.000 hadis. Beliau merupakan ulama yang produktif
dan telah mengarang lebih dari 500 judul kitab, antara lain al-Itgan fi Ulum al-
Qur’an, al-Asybah wa an-Nazair, ar Radd ala Man Akhlada ila al-Ad wa Jahila
anna al-ljtihad fi Kulli Asr Fard, dan lain-lain. As-suyuti wafat padatahun 911 H.
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Dr. Wahbah az-Zuhaili

Seorang guru besar bidang figh dan usul figh Universitas Damaskus. la juga
seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis. Karyanya yang terkenal
adalah Usul al-Figh al-Islamy dan Figh al-Islam wa Adillatuhu.

Dr. Abdul Mun’im Syagawi

Penggjar kuliah hukum acara, Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Bekerja
sama dengan Abdul Basit Jami’iy mengarang kitab Syarh Qanun al-Murafa’ah al-
Jadidah.

Abdul Basit Jami’iy

Penggjar kuliah hukum acara, Fakultas Hukum Universitas Ain asy-Syams.
Bekerja sama dengan  Abdul Mun’im Syargawi mengarang kitab Syarh Qanun
al-Murafa’ah al-Jadidah.

At-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad ibn Isaibn Saurah at-Tirmizi, lahir
di kampung Buy, suatu kota dekat Turmuz, pada tahun 200 H. Sejak kecil ia
gemar mencari ilmu dan wajar bila ia sering melawat ke berbagai kota untuk
mencari ilmu, seperti Hijaz, dan Khurasan. Diantara gurunya yang paling berjasa
dalam pengembangan keilmuannya adalah al-Bukhari. Dari beliaulah akhirnya at-
Tirmizi bisa menjadi mahir dalam bidang ilmu hadis. At-Tirmizi wafat di Turmuz,
padatanggal 13 Rajab 297 H dalam usia 70 tahun.

An-Nasa’i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan
bin Bahr al-Khurasani an-Nasa'i. Dilahirkan di daerah bernama Nasa', suatu
wilayah di Khurasan. Dinamakan demikian karena daerah itu telah ditinggalkan
oleh kaum laki-lakinya dan hanya meninggalkan kaum perempuannya ketika
mereka mendengar kedatangan kaum muslimin dalam jumlah besar. Maka,
sebagian kaum muslimin berkata: “Mereka adalah an-nisa’ (kaum perempuan) dan
tidak boleh diperangi. Lahir pada tahun 215 H. la dikena sangat ketat dalam
memberikan kritik terhadap perawi. Diantara guru-gurunya adalah al-Husain bin
Manshur as-Sulami an-Naisaburi, Muhammad bin Rafi, Qutaibah bin Said, dan
lain-lain. Meninggal di Makkah dan dimagamkan diantara Shafa dan Marwa pada
bulan Sya’ ban tahun 303 Hijriyah.

Muhammad Yahya Harahap, SH.
Lahir di Parau, Sipirok, Tapanuli Selatan pada tanggal 18 Desember 1934. Lulus
dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1960. Beliau banyak
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berkecimpung dan mempunyai jabatan di dunia peradilan, diantaranya sebagai
Ketua Pengadilan Tinggi Deli Serdang (1963), Wakil Ketua PN Medan (1968),
Hakim Tinggi PT Medan (1970), Wakil Ketua PT Banda Aceh (1980), Ketua PT
Jayapura (1981) dan Hakim Agung MA RI mulai tahun 1982. Buku-bukunya
banyak yang telah diterbitkan dan kebanyakan diantaranya adalah buku-buku
yang berkenaan dengan hukum.
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CURRICULUM VITAE

Nama : Habib Akbar Mubarok

TTL : Demak, 11 Juni 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama . Islam

Alamat Asal : Mandung Rt 01, Rw 01, Kec. Wedung, Kab. Demak,

Provinsi Jawa Tengah.
Alamat Yogyakarta : Magjid Nurul Hidayah, Rw 06 Gowok, Kelurahan Catur
Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman.

Orang Tug;
a Ayah : Mudlofir
b. Ibu : Masudah

Alamat Orang Tua : Mandung Rt 01, Rw 01, Kec. Wedung, Kab. Demak,
Provinsi Jawa Tengah.
Pekerjaan orang tua : Ayah/ Petani
: Ibu/ Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan:
a Formal
1. SDN Mandung (Tahun 1988-1994)
2. MTs. Tarbiyatul Ulum Wedung (Tahun 1994-1997)
3. MA Raudlatul Muallimin (Tahun 1997-2000)
4. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk Tahun
2005).
b. Non-Forma
Pondok Pesantren Al-Ma ruf Bandung Sari, Ngaringan, Grobogan, Jawa
Tengah (Tahun 2000-2005)
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